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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka periu
disusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene
dan Kepulauan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun ~2064 ;:fentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005
Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor
3) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2017 -2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahuun 2017
Nomor 5)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2020.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai UnBAGPQN%g\:
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;
Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah;
Perencanaan adalah suatu proses untuk menetukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia;
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia;
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 25 (duapuluh lima) tahun;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun,;
Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
Kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai suatu tujuan;



19. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu at4s gﬁ l
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kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat D

; BAGIAR 11K
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memper‘olgh A’lo?ca‘si S

Anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;

21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2020, dimaksudkan untuk memberikan landasan
pencapaian sasaran kerja serta visi-misi yang akan menjadi pedoman dan
acuan serta tolak ukur sebagai pertanggungjawaban Bupati pada tahun
berikutnya.

Pasal 3
Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
pada Tahun 2020 dengan sumber daya yang produktif, berkarakter, efisien,
efektif dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
Pasal 4

RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII : PENUTUP.
LAMPIRAN
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Pasal 5 AMK S l P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksgd%{%g@l HYKUM
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
PARAF KOOHDINASPda tanggal, 27 gom 2019
SEKDA : UPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
ASISTEN
KABAN : &
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR : SY
PENGETIK ;

SUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

JUMLIATI
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TAHUN 2019 NOMOR

TELAH DITELITI OLEH
BACIAN HUKURH DANF

Pangrajang. - oo /
‘%“-" Hj. AURAIDAH, 8H =%

19640427 1586083 2 819

GUNDANGAN




